
a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas 
Nomor 07 Tahun 2007 IBnlang Pengangkatan Anggota Panltla 
Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Banyumas: 

b. bahwa berdasall<an Surat Kepala Dess Parungkamal 
Kecamatan Parungkamat tanggal 20 Pebruari 2008 perihal 
Permohonan Perganlian anggota PPS Oesa Parungkamal pada 
Pemilu Bupati <Ian Wakll Bupatl Banyumas Tahun 2008: 

c. bahwa berdasarkan sebagaimana ler&ebut huruf a, dan huruf b, 
pe!lu d1lakukan pemberhenlian dan pe119angka1an anggola 
Panltla Pemungulan SUara yang <lltetapkan dengan Keputusan 
Komisi Pemillhan Umum Kabupaten Banyumas; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembenlul<an 
Daerat>-Daerah Kabupalen dalam t1ngk1mgan Provinsi Jawa 
Tengah ( Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42 ); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tenta119 Pemllihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwaklian Rakyal Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277). 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pert>endaharaan 
Negara (Lembaran Negara RI lahun 2004 Nomor 5, lambahan 
Lembaran Negara RJ Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenwkari 
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik. 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tembahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nornor 4389); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1entang Pemenntahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4437) sebagalmana !alah d1ubah dengan Peraturan 
Pemerlntah Penggantl Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2005 
lentang Perubahan Alas Undang..Undang 32 Tahun 2004 
lentang Pernerintahan Oaerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI 4493) yang 
telah dltetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tantang Perubahan Atas Undang· 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor126. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 

8. Undang-Undang NO!TlOr 22 Tahun 2007 teotang Penyelenggara 
Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4721); 

9. Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mula! Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 (Befita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. 
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala 
Oaerah dan Wakit Kepala Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4480) sebagalmana telan dlubah 
untul< kedua kallnya dengan Pereturan Pemerinta.h Nomor 17 
Tahun 2005 lentang Perubahan Atas Peraturen Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemlllhan, Pengesahan 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 39, T ambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Norn<)( 4460) dan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua 
Alas Peraturan Pemerintah Nomor 6 T ahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan clan Pemberhentian 
Kepala Oaerah dan Wakll Kepala Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4719); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Rt Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4578); 

12.Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tenlang Pola 
Organisasl dan Tata Kerja Kornisf Pemlfihan Umum; 
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Membe<hentil<an dengan hormat Sdri. SEPT! DWI RIYANTI sebagai 
anggola Panitia Pemungutan Suara pada Permhhan Umum Bupati 
dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008, dengan dlsampalkan 
ucapan terima kasih alas pengabdlannya 
Mengangkat Sdn, SUSILOWATI sebagai anggota Panttia 
Pemungullln Suara Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir pada 
Pemillhan Umum Bupatl dan Wakil BupaU Banyumas Tahun 2008. 
Segala biaya yang timbut sebaga1 akibal diterbitkannya Keputusan 
lni d1bebankan kepada APBD Kabupaten Banyumas Tahun 
Anggaran 2007 dan T ahun Anggaran 2008. 

MEMUTUSKAN : 

13.Peraturan Menterl Datam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 lentang 
Pedoman Pengelolaan Betanja Pemmhan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala daerah; 

14.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 
lentang Organisasl dan Tata Kerja Seluetariat Jenderal Komis! 
Pemilihan Umum, Sekrelarlat Komis• Pemilihan Umum Provinsi 
dan Sekrelariat Komlsi Pemmhan Umum Kabupaten/Kota, 

15.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 
tentang Tata Kelja Komisi Pemihhan Umum, Komis1 Pemd1han 
Umum Provinsi dan Komisi PemU1han Umum Kabupaten/Kota, 

16.Peraturan Daerah Kabupalen Banyumas Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Anggamn Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupalen 
Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 1 Seri A); 

17.Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2007 
lentang An99a1an Pendapalan dan Belanja Daerah Perubahan 
Kabupaten Banyumss Tahun 2007 (lembaran Daerah 
Kabupalen Banyumas Nomor 3 Seri A): 

18.Keputusan Kom!sl Pemilfhan Umum Kabupalen Banyumas 
Nomor 01 Tahun 2007 tenlang Tahapan, Program dan Jadwal 
Waklu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil 
Bupati Banyumas sebagalmana telah dlubah dengan Keputusan 
Komlsi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 11 
T ahun 2007 ten tang Perubahan Keputusan Kornist Pemllihan 
Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang 
Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan 
Pemmhan Umum Bupad dan Wakll Bupati Banyumas Tahun 
2008. 

19. Keputusan Komisi Pernllihan Umum Kabupaten Banyumas 
Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemllih 
Kecamatan dan Panitla Pemungutan Suara, dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemillhan Umum 
Bupad dan Waklt Bupal.l Banyumas Tahun 2008: 
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S..tul•J1 ~1 dcttgjtt1 ••llnv. 
St.KRETAAIAT KPU 
1\.<BUPAttN BAllYUMAS 
-ltmJU.bbe ukum. 

/.-- 

ISMIYANTO llERU PER.MANA. S.H. 

no 

Dhetaplran d1 Purwolm1o 
Pilda Tanggal 26 Februan 2008 

Keputusan Komisl Pemilihan Umum Kabopateo Banyuma$ Inf 
mulai ber1aku sejak d~etapkan. deogan ketentuan apabila 
dikemudlan hari lerdapat kelc;eUruan akan diadakan perbalkan 
sebagalmana mestinya 

KETIGA 
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